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PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O17
tentang Pcdoman Pembentukan dan Klasillkasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Tekn.is Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraal Bermotor
pada Dinas Perhubungal.

Mengingat Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-Daera-h Tingkat Il di Sulawesi (l,embaran Negara
Republik Indonesia Talun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang eembentukan /
PeraLurarr Perurrdang-undatrgan (tembarar) Negaru Republiky'/
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahu 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58,
Tambahan lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
5b7u]: a-i'-
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaral Negara Republik Indonesia
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MEIvTU'IUSKAN

Menetapkan PERATLJRAN BUPATI TANA TORAJA I'ENTANG
PEMBENTUXAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

I(ETEITTUAN I'UUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tora,ia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tara Toraja.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Tana Toraja.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja.
7. Kepala Dinas adalalr Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Tana Toreia.
8. Unit Petayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UpI pengujian /

Kendaraan Bermotor adalah Organisasi yang melaksan akan kegraraltr
teknis operasional dan/atau kegiatal teknis penunjang pada Dinas
Perhubungan.

9. Kepala UPI adalah Kepata UPI Pengujian Kendaraan Bermotor pada
Dinas perhubungan.

1O. Tugas adalah ikhtisar dad keseluruhan tugas jabatan.

I 1. Fungsi adalah pekcrjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

12. Uraian tugas adalai paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan fr

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan da-n
klasfikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah;

7. Peratuian Daera-h Kabupaten Tana Toraja Nomor lO
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2O16 Nomor l0);

BAB II
PEMBENTI'XAII DAN KEDI'DUKAN

Pa3al 2

(l) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pengujian Kendaraan
Bermotor pada Dinas Perhubungan, Kelas A.



(2) UPI sebagaimana dimaksud pacla ayat(1), dipimpin oleh Kepata UpT yarrgberada dibawal darr bertanggungj.*uU i.p"a" f"p"f. Di;;:

(1) Kepala UPI mempunyai tugas membantu

BAB III
SUSUITAN ORGANISASI

Pesal 3

{1) Susunan Organisasi UpT pengujian Kendaraan Bermotor terdlri atas :

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha : dan
c. Jabatan Fungsionai.

(2) Bagan susunar organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum pada lanpirar yang merupakan bagian tidak ierpisahtan dariPeraturan Bupati ini.

Kepala Dinas dalammengoordinasikan dan melaksanakan kebijalan teknis Penguj
Kendaraan Bermotor pada Dinas perhubungarr Kabupaten Tana Toraja

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimala dimaksud pada ayat
(1), mempunyai fungsi :

a. pelaksanaar kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelal<sanaan pengujial kendaraan

bermotor;
c. pelalsanaan administrasi UpT; dan
d. pelaksalaan fungsi lain yarrg diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) meliputi :

a. menlrusun rencana kegiatan UpT sebagai pedoman dalarn pelal<sanaan
tugas;

b. mendistribusikal dan memberi petuduk pelaksanaan tugas;
c. memantau, menga\vasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan UPI untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menlmsun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau

menandatangani naskah dinas; 
9_e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuaigan,
umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPI;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakal teknis pengujian
kendaraan bermotor lingkup Kabupaten Tana Toraja;

h. mengoordinasikar darl melaksanal<an pembinaan teknis pengujian
kendaraan bermotor;

BAB TV

TUGAS, F'UNGSI, DAN URAIA TUGAS

Bagiaa Kesatu
Tugas, Fulgsi, dar Uraiar Tugas Kepsla UpT

Pasal 4
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mengoordinasikan
kendaraan bermotor;

pelaksanaan administrasi kegiatan pengujian

J.

k

mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan
administrasi dan proses kegiatan pengujian Lndaraan bennotor;

ljF::|dry"jk rr pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
admlnrstrasi dan proses kegjatan pengujian kendaraa:r bermotoi;
mengoordinasikan pela_ksanaal kegiatan kerjasama dengan instansiterkait dan masyaral(at;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian danevaluasi kebijakan teknis pengujian kendaraan b";oio;--
n. melaksanal<an koordinasi dan konsultasi dengal lembaga pemerintah

9- l:3!.g" nonpemerintah dalam rangka i.f*""..i" 'tugas danfungsi UPT;

o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuanPeraturan Perundang-undalgan;
p. menlrusun laporar hasil pelaksanaan tugas Kepala UIT danmemberikan saran pertimbangai kepada ".tasa., '""bagai 

Uat 
"r,perumusan kebijakan; danq. melaksanakan tugas kedinasal tain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidarg tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Uralan Tugas Kepata Subbagiaa Tata Usaha

pesal s

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyaltugas membantu Kepala UpT datam mengoordinasikan dan mepelayan teknis dan administrasi penrusunan program, pelaporan, umumkepegawaian dal keuangan dalam lingkungan UPI.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menJrusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman
dalam pelaksanaan fugas;

b. mendistribusikal dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaiaan tugas dalamlingkungan Subbagian Tata Usahi urrtut mengetah;-pert-emUangan

pelaksanaan tugas;
d. menlrrsun rancargan, mengoreksi, memanal dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalan lingkungan UpT

sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelak"anaal
kegiatan;

g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusl
UPI; 

r Lil luclyraPrQl oanan pen)rusunan 
"of'ry

h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan
informasi;

i. mengoordinasikan dan melakukan pelayalan adminiskasi umum;
j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan

hukum;
k. mengoordinasikan darr melakukal pelayanan administrasi keuangan;
l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;



m. mcngoordinasikan dan melakukar administrasi pelayanan organisasidan tatalaksana;
n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusankerumahtanggaan;
o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehunasan;
p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemenntah dannon pemerintal dalam rangka mendukung pelaks"al'aa[ tugas dal:lfungsi;
q menilai kineia Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturanperundang-undalgan;
. 

iT-.:i:"11 laporar hasil pelaksanaaa tugas Xepala Subbagian Tatau saJla qaJr memberikan sa_ran pertimbangan kepada atasan sebagaibahan perumusal kebijakan; dans. melakukan tugas kedinasaa Iain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya.

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dima.ksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf cadalah jabatan fungsional yang telah ditetapka; ;;;;L" ketenruanperaturan perundarg_undangan. 
/p' 

[::i"::]i:?J J:;:13;. :'::"j.;il:3,1.".:?.Si'i],.il*Ti11i:ilTil/
perudang undangan.

BAB II
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Bagian Kedua

JabataD

Pasel E

(1) Jabatan Kepala UPI adatah Jabatan Struktural eselon IV.a
Pengawas.

(2) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UpI
Struktural eselon IV-b-

BAB VI
I{EPEGAWAIAIT DAN JABATAIT

Bagiar Xosatu
Kelrcgawalatr

PaEal 7
(1) P-engangkatan, pemberhentian. pejalat_ dan pegawai Upt pengujian

Kendaraan Bermotor pada Dinaj e..luuunj.rr' Jnai.s-anakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang_undang-an.

12) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)harus memenuhi standar kompetensi lesuai dengan Uid".,g ti.r"r,Pemerinrahart yarlg ditangari.

atau jabatan
/L

adalah Jabatan

(3) Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

\i
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BAB IIII
TATA KERJA

Pasal 9
(1) Kepala UPI dalam melaksalakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
12) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian intemal diIingkungal masing-masing.
(3) Kepala uPr berranggungjawab memimpin dan mengkoordinasika,bawahan dan memberikan oengarahan 

"".t" 
p.t"":"t i"E pelaksanaan

tugas bawahan.

(4) Kepala UPI dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan danpengawasan terbadap satuan organisasi di bawah.

BAB VIII
PEITTBIAYAAIT

Pasal fO
Pcmbiayaan _untuk mendukung kegiatan Unit pelal<sana Teknis pengujian
Kendaraan Bermotor pada Dinas perhubungan Kab,l;aa; Tana Torajadibebankan pada Anggaran pendapatan dan Beianja O"".'J f^ur,,p^t.., t^rra
I:I:l1 OT sumber tain- yang sah dan tidak- mengikat sesual denganketentuan peraturan perunda.rlg_undangan

BAB D(
KBTEITI'AIT PEITITTUP

PaEd 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Erupau lnl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja-

Ditetapkan di Makale
tanggal28 Des e.rber 201?

ryTANA TORAJA,

Diundangkan di Makale
28 Des embemF 2OU

TKAs
DAERAH XABI'PATEIT TANA TORA'A,

BURA

rlgr

ERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 33BER1TA
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

33 rAHLr,l 2c t?
28 DESIIATR 201?

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN

a,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

TANA TOR.A"IA

KEPALA UPI

SUBBAGIAN TATA
USAHA

JABATAN
FUNGSIONAI-


